
Media activists boost access to information

With USAID support, 
media group Jurnal 
Celebes is taking on a 
key role in opening 
access to public data in 
South Sulawesi 
districts.

In South Sulawesi, public access to information has long been a challenge. 
Although national level legislation was passed in 2008 to establish public 
information offices (PPIDs) and staff in each district, the lack of corresponding 
financial and technical support turned what should have been a breakthrough 
policy into an unfunded burden for most district administrations.

However, with support from the USAID Kinerja program, media advocacy 
group Jurnal Celebes has assisted in drafting relevant regulations to support 
the legal creation of PPIDs in the districts of Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu 
Utara and Kota Makassar and has provided mentoring support to strengthen 
their operational capacity. 

With Kinerja's ongoing mentoring, the PPIDs in each of these districts have 
since drafted procedures for handling public information requests on district 
budgets and the annual work plans of several government offices to improve 
accountability and public oversight. The public has begun using these 
information centers to access information about the use of district 
development funds, local development plans and information on local 
statistics.

These efforts to increase transparency, accountability and public participation, 
led the South Sulawesi Information Commission to honor Kinerja with an 
award on Jan. 31. The head of the commission, H. Aswar Hasan presented the 
award on Jan. 31, which was received by Kinerja's South Sulawesi provincial 
coordinator, Herry Susanto.

The deputy district head of Luwu Utara, Indah Indriani, also had high praise for 
the program, saying the technical assistance Kinerja and its partners offered 
was crucial to achieving her district's goal of providing information on 
previous and ongoing government activities and services.

“The state, in this case the government, along with other community and 
social activists, should be able to understand each other, in terms of the 
openness of information. So PPIDs have been formed in each government 
working unit, so the authorities can provide information to the public. The 
capacity building workshop was very helpful for PPID Luwu Utara, as well as 
the representatives of other regions who came to Luwu Utara to learn about 
PPIDs, in terms of how to improve our services,'' she said. 

These gains have been solidified by Jurnal Celebes' work in reaching out to the 
South Sulawesi Information Commission (KI) and the Kota Makassar 
Ombudsman Office, which together have provided financial support to 
organize inter-district discussions on best practices in handling public 
information requests. 

Jurnal Celebes' progress in institutionalizing such a key component of 
transparent and democratic governance has not only earned the respect and 
support of provincial institutions, but has led the districts of Enrekkang, Toraja 
and Wajo to ask for similar assistance with their respective offices.

This type of follow-on activity and replication of good practices is a key 
component of the Kinerja approach to improving governance in the delivery 
of public services and ensuring the long-term sustainability of such reforms.

Kinerja’s provincial coordinator for South Sulawesi 
leads representatives from PPID offices in a 
workshop on handling public information requests 
on Oct. 20, 2012
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SUCCESS STORY

“The capacity building workshop 
was very helpful for PPID Luwu 
Utara, as well as the representatives 
of other regions who came to Luwu 
Utara to learn about PPIDs, in terms 
of how to improve our services.”

         
 – Indah Indriani,

Deputy District Head, Luwu Utara 
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Aktivis media meningkat akses ke informasi

Dengan dukungan 
USAID, grup media 
Jurnal Celebes 
memainkan peranan 
penting dalam 
membuka akses 
terhadap data publik di 
kabupaten Sulawesi 
Selatan.

Di Sulawesi Selatan, keterbukaan informasi publik sudah lama menjadi tantangan. 
Meskipun peraturan perundang-undangan nasional telah disahkan pada tahun 
2008 untuk membentuk kantor-kantor Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) beserta staf mereka di setiap kabupaten, kurangnya 
dukungan keuangan dan teknis telah mengubah apa yang seharusnya merupakan 
kebijakan terobosan malah menjadi beban tanpa pendanaan bagi kebanyakan 
pemerintah kabupaten.

Namun, dengan dukungan dari program Kinerja USAID, grup advokasi media 
Jurnal Celebes telah membantu menyusun peraturan-peraturan yang relevan 
untuk mendukung pembentukan PPID secara resmi di kabupaten Barru, 
Bulukumba, Luwu, Luwu Utara dan Kota Makassar dan telah menyediakan 
pendampingan untuk memperkuat kapasitas operasional mereka.

Dengan pendampingan yang berkelanjutan dari Kinerja, PPID di setiap kabupaten 
telah menyusun prosedur untuk menangani permintaan informasi publik tentang 
APBD kabupaten dan rencana kerja tahunan beberapa kantor pemerintah dalam 
rangka meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan masyarakat. Masyarakat mulai 
memanfaatkan pusat-pusat penerangan ini untuk mendapatkan informasi tentang 
penggunaan dana pembangunan kabupaten, rencana pembangunan daerah dan 
informasi tentang statistik daerah.

Atas upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik, 
Komisi Informasi Sulawesi Selatan telah memberikan penghargaan kepada Kinerja 
pada tanggal 31 Januari. Ketua Komisi, Bapak H. Aswar Hasan, menyerahkan 
penghargaan itu kepada koordinator Kinerja untuk Provinsi Sulawesi Selatan, 
Herry Susanto, pada tanggal 31 Januari.

Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Indriani, juga sangat memuji keberhasilan program 
dengan mengatakan bahwa bantuan teknis dari Kinerja dan mitra-mitranya sangat 
penting untuk mencapai tujuan kabupaten dalam menyediakan informasi tentang 
kegiatan dan pelayanan pemerintah yang telah dan sedang berlangsung.

“Negara, dalam hal ini pemerintah, beserta aktivis masyarakat dan sosial lainnya, 
harus bisa saling memahami, dalam rangka keterbukaan informasi. Maka, PPID 
telah dibentuk di setiap unit kerja pemerintah agar pejabat yang berwenang dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat. Lokakarya peningkatan kapasitas ini 
sangat berguna bagi PPID Luwu Utara maupun wakil-wakil dari daerah lain yang 
datang ke Luwu Utara untuk mengetahui tentang PPID, sehubungan dengan cara 
meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Hasil-hasil yang dicapai diperkuat oleh upaya Jurnal Celebes untuk bekerja sama 
dengan Komisi Informasi Sulawesi Selatan (KI) dan Kantor Ombudsman Kota 
Makassar, yang bersama-sama telah memberikan dukungan keuangan untuk 
menyelenggarakan diskusi antar kabupaten mengenai praktek-praktek terbaik 
dalam memenuhi permintaan informasi publik.

Kemajuan yang dicapai Jurnal Celebes dalam melembagakan komponen utama tata 
kelola yang transparan dan demokratis bukan hanya mendapatkan penghormatan 
dan dukungan dari instansi-instansi provinsi melainkan juga telah mendorong 
kabupaten Enrekkang, Toraja dan Wajo untuk meminta pendampingan serupa di 
kantor mereka masing-masing.

Tindak lanjut dan replikasi praktek-praktek yang baik merupakan komponen 
utama pendekatan Kinerja untuk meningkatkan tata kelola dalam pemberian 
pelayanan publik dan memastikan keberlanjutan reformasi dalam jangka panjang.

Koordinator provinsi Kinerja untuk Sulawesi Selatan 
memandu wakil-wakil dari kantor-kantor PPID 
dalam lokakarya tentang menangani permintaan 
informasi publik yang diadakan pada tanggal 20 
Oktober 2012.
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KISAH SUKSES

“Lokakarya peningkatan kapasitas 
ini sangat berguna bagi PPID Luwu 
Utara maupun wakil-wakil dari 
daerah lain yang datang ke Luwu 
Utara untuk mengetahui tentang 
PPID, sehubungan dengan cara 
meningkatkan kualitas pelayanan 
publik.”

-Indah Indriani,
Wakil Bupati, Luwu Utara
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